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PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 06 TAHUN 2027

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang Pimpinan Dewan perwakilan Ralryat Daerah sesuai
dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1g
tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan
dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa
selain tunjangan kesejahteraan, pimpinan DPRD disediakan
tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;b' bahwa belanja rumah tangga Pimpinan Dewan perwakilan Ralryat
Daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah
tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2olg
tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1' Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 42g6);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aOO);

5. Undang-Undang.



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIt tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralqyat, Dewan Perwakilan Ralgrat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor I82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Ra\yat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ra\yat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLB tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2otl tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 310);

13. Peraturan.



13' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun 2015 tentangPembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubrikIndonesia Tahun 2ors Nomor 2036) sebagaimana terah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ruJmor 120 Tahun 201gtentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 201s tentang pembentukan produk Hukum Daerah(Berita Negara Repubrik Indonesia Tahun 2org Nomor lsz);
74' Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentangPokok-Pokok pengeloraan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Karo Tahun 2006 Nomor S4);
15' Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentangPembentukan perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran

Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor O3);

16' Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor o4 Tahun 2ot1 tentangHak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupate, K.ro (Lembaran DaerahKabupaten Karo Tahun 2orz Nomor 04, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

17 ' Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2olg tentang HakKeuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2or} Nomor 11); sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2olg tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2org tentang
Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 1 TAHUN 2OI8 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2olg tentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Ralryat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah rabupaten Karo Tahun 2otg
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2OtB
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.

Pasal II.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berraku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupatiini dengan penempatannya daram Berita Daerah Kabupaten Karo.
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